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MOTTO

«Selama masih bisa dilakukan sendiri coba lakukan sendiri

dan jangan takut untuk wencoba”
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Papan merupakan salah satu dari lima kebutuhan dasar manusia. Lima
kebutuhan dasar manusia tersebut adalah sandang, pangan, papan, kesehatan
dan pendidikan'. Papan ini akan menjadi tolak ukur dari kesejahteraan dan
kemakmuran dari suatu masyarakat. Pengertian papan dalam hal ini, adalah
yang memenuhi standar kesehatan (cukup sirkulasi udara, cahaya dan terjaga
sanitasinya), dan bangunan tersebut harus memenuhi standar teknis sebagai
suatu perumahan yang layak.

Masalah perumahan dan pemukiman di Indonesia merupakan hal yang
komplek. Kebutuhan akan perumahan dan pemukiman yang layak serta sehat
merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan jangka panjang kedua (PJP
II). Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditegaskan bahwa
peningkatan palayanan umum yang makin adil dan merata serta menyangkut
seluruh lapisan masyarakat, antara lain dilakukan dengan menyediakan papan
yang memadai’.

Kebijaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman diarahkan

untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan kehidupan, pertumbuhan

! Johan Silas, Perum Perumnas dalam Tantangan dan Tugas : Hasil Perjalanan 1974-
1994, Departemen Pekerjaan Umum Perum Perumnas.

? Sumardji, “Pengaturan Pemilikan Rumah/Apartemen oleh Orang Asing di Indonesia”,
Majalah YURIDIKA, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 18 No. 4 Juli 2003,
h.309

1
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wilayah dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan
pedesaan dan perkotaan, juga perlu memperhatikan rencana tata ruang dan
keterkaitan serta keierpaduan dengan lingkungan sosial sekitarnya’.

Perumahan adalah tempat dimana orang akan melaksanakan suatu
fungsi dasar dan pribadi dalam kehidupan keluarga. Kesehatan fisik dan
mental, berkarya efisien, keamanan emosi, dan status sosial kesemuanya akan
berpengaruh pada kondisi perumahan. Perumahan dan peralatan perumahan
merupakan hal yang utama dalam biaya-biaya pengeluaran orang yang
bersangkutan kadang-kadang lebih besar dari pengeluaran untuk makanan, dan
komitmen untuk membeli rumah adalah merupakan satu-satunya komitmen
finansial yang terbesar®

Dalam melaksanakan pembangunan perumahan, suatu perusahaan
(developer) tentunya sangat membutuhkan tanah sebagai objek utamanya.
Seiring dengan adanya kebutuhan atas tanah tersebut telah menjadikan harga
tanah menjadi semakin meningkat, hal ini sangat dipengaruhi oleh luas tanah
yang semakin terbatas dan sebaliknya kebutuhan tanah untuk pembangunan
perumahan justru semakin meningkat. Dalam hal pe-rolehan tanah untuk
kepentingan pembangunan perumahan, ada beberapa unsur yang harus
dipenuhi, yaitu :
e Adanya izin lokasi yang dimiliki oleh pengembang atau developer.
e Pelaksanaan perolehan hak atas tanah.

e Pendaftaran pemindahan hak atau permohonan hak atas tanah.

SKRIPSI

* Sumardji, Op.cit, h. 310
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Kebutuhan akan perumahan meningkat sejalan dengan pertambahan
jumlah penduduk. Kemampuan setiap masyarakat yang berpenghasilan
menengah maupun yang berpenghasilan rendah, yang beium dapat
menjangkau harga rumah yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur, maka
dapat diupayakan kelangsungan dan peningkatan dukungan subsidi melalui
fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, telah banyak dilakukan
pembangunan perumahan oleh pelaku dan penyelenggara pembangunan
perumahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perusahaan swasta, sampai
masyarakat perorangan maupun kelompok seperti koperasi’. Demikian pula
pengembang itu berbentuk bermacam-macam, ada yang berwujud perorangan,
Corrfanditare Venootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT). Biasanya
pembangunan perumahan sederhana diselenggarakan dengan fasilitas kredit
pemilikan rumah dari bank. Dalam usahanya membangun perumahan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah, penyelenggara pembangunan
perumahan memerlukan tanah yang dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Permukiman menentukan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan
perumahan dan pemukiman diselenggarakan dengan :

a) Penggunaan tanah yang langsung dikuasai negara

b) Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah

* A.P. Perlindungan, Komentar atas Undang-undang Perumahan dan Permukiman dan
Undang-undang Rumah Susun, Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.1
Ibid hal 3
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¢) Pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun
pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati
rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.
Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang—kurangnya
memenuhi luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang
sehat, aman, serasi dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan
penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah,
dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya®.

Secara umum pengadaan tanah menurut peraturan perundang-
undangan bidang pertanahan Indonesia dapat dilakukan dengan cara pelepasan
hak atas tanah oleh pemegang haknya dengan cara dilepaskan menjadi tanah
negara yang kemudian dimohon menjadi hak guna bangunan atau dengan cara
pencabutan hak atas tanah. Penentuan cara perolehan tanah yang dilakukan
pihak yang ﬁemerlukan tanah dipengaruhi oleh : aspek kepentingan umum,
status hak atas tanah, dan subyek hak atas tanah baik pemilik hak atas tanah
maupun pemohon atau pihak yang memerlukan tanah.

Pembangunan perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh

pengembang harus diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah

°, Pengaturan Hak Urip Santoso Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Hukum Nasional,
Majalah Yuridika, Vol.18 No.4 Juli 2003, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,
h.326.
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perkotaan, dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang menyeluruh
dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhitungkan
berbagai aspek yang terkait serta rencana, program dan prioritas pembangunan
perumahan dan permukiman, sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 Undang-
undang No. 4 Tahun 1992.

PT. Sembilan-Sembilan Tuban Perdana adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang pembangunan perumahan yang terletak di Jalan KH. Agus
Salim No. 14 Tuban. PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana telah terdaftar
dalam keanggotaan persatuan perusahaan Real Estat Indonesia (REI) pada
tanggal 26 April 2000 dengan Nomor Pokok Anggota REI : 03.00731.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang akan dibahas
dalam penulisan skripsi ini adalah :

a) Apakah perolehan izin lokasi oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana
atas pembangunan perumahan Tuban Akbar sudah sesuai dengan Permen
Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi ?

b) Bagaimana cara Perolehan hak atas tanah Perumahan Tuban Akbar ?

. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Perolehan Tanah oleh PT. Sembilan Sembilan
Tuban Perdana (Studi kasus “Perumahan Tuban Akbar”) adapun penjelasan
dari judul ini adalah :

Perolehan Tanah, adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah

melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau
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pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan pemberian hak. Pengertian
tersebut didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Kepmen Agraria/Kepala BPN No.
21 Tahun 1994.

Perumahan, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4
Tahun 1992 adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan .

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana‘pembinaan keluarga.

Perusahaan pembangunan perumahan sederhana adalah
perusahaan yang membangun jenis-jenis rumah sebagai yang disebutkan
dalam rencana proyek yang sudah disetujui oleh Bank Tabungan Negara,
diatas areal tanah yang merupakan kesatuan lingkungan. Pembinaan
dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan
oleh masyarakat yang menghuninya.

PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana adalah suatu perusahaan
yang bergemk dibidang pembangunan perumahan yang berkedudukan di Jalan
KH. Agus Salim No. 14A Tuban. PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana juga
telah terdaftar dalam keanggotaan persatuan perusahaan Real Estat Indonesia
(REI) pada tanggal 26 April 2000 dengan Nomor Pokok Anggota REI :
03.00731.

Secara keseluruhan perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk

mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara
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penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian
kepada yang berhak dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Perolehan tanah yang dimaksud dalam judul skripsi
ini ialah perolehan tanah untuk pembangunan perumahan yaitu pembangunan
kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang juga memenuhi
standar kesehatan. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan akan perumahan bagi rakyat Indonesia terutama yang kehidupan

ekonominya menengah kebawah.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini saya mengambil judul “Perolehan Tanah Oleh PT.
Sembilan Sembilan Tuban Perdana (studi kasus : “Perumahan Tuban Akbar”).
Judul tersebut dipilih karena sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa tanah
dan rumah menjadi hal yang sangat berharga. Tanah semakin lama akan
semakin menaik, yang keberadaannya semakin dicari dan diperebutkan orang.
Dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah yang
layak, sehat, aman dan sérasi yang sesuai dengan kemampuan atau daya beli
masyarakat.

Judul tersebut dipilih agar kita dapat mengetahui bagaimana proses
pengadaan tanah Perumahan Tuban Akbar oleh PT. Sembilan-Sembilan Tuban
Perdana, sebelum pihak developer dapat memulai pembangunan perumahan
tersebut antara lain dapat mengetahui apakah perolehan izin lokasi PT.

Sembilan Sembilan Tuban Perdana telah sesuai dengan Permen
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Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999, selanjutnya mengenai perolehan hak
atas tanahnya, proses permohonan haknya sampai diterbitkannya sertifikat
| induknya.
Judul tersebut saya pilih karena saya ingin mengetahui apakah proses
perolehan izin lokasi sampai diterbitkannya sertifikatnya sertifikat induk di
daerah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dan juga karena pembangunan perumahan di daerah masih sedikit
tidak seperti di kota-kota besar perumahan sudah banyak.
4. Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga
serta untuk menjawab permasalahan yang diajukan dengan mendasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengetahui :
a) Apakah Perolehan Izin Lokasi oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana
dalam pembangunan Perumahan Tuban Akbar sudah sesuai dengan
Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang izin iokasi
b) Mengenai tata cara perolehan tanah oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban

Perdana atas pembangunan Perumahan Tuban Akbar.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah
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Dalam Skripsi ini sesuai dengan judul yang saya ajukan dan materi
yang akan saya bahas, maka saya meninjau permasalahan yang timbul
berdasarkan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan
konseptual. Selain itu juga meninjau dari aspek empiris yaitu pencarian
data secara langsung dengan pihak-pihak terkait dan melalui wawancara
langsung.

b. Bahan Hukum

Dalam menyusun skripsi ini bahan hukum yang diperoleh
meliputi : |
1. Bahan Hukum Primer yang diperoleh dalam berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah yaitu :

» Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman.

» Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 2 Tahun 1993 Jo Perman Agraria/Kepala BPN No. 2
Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

» Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah
Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

2. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari literature-literature serta karya
tulis para sarjana yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi ini.

¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
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Prosedur pengumpulan data yang saya pergunakan dalam skripsi
ini adalah membaca kepustakaan, membaca literature-literature, kemudian
dicatat dalam kartu kutipan, dan kartu analisis. Semua bahan yang telah
dikumpulkan selanjutnya diseleksi, diuraikan dan dianalisis serta dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipadukan dengan
beberapa teori hukum, khususnya mengenai perumahan dan permukiman
untuk dirumuskan secara sistematis jawaban terhadap pokok-pokok

permasalahan yang akan diajukan dalam skripsi ini.

. Analisa Bahan Hukum

Setelah melakukan inventarisasi data, baik yang diperoleh dari
hasil studi kepustakaan maupun studi lapangan, kemudian langkah yang
dilakukan adalah menganalisa menggunakan metode interprestasi, yang
artinya data yang telah diperoleh dijabarkan dan digambarkan secara jelas

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perumahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian

dikaitkan dengan pelaksanaan dalam praktek di lapangan khususnya yang
berkaitan dengan perolehan izin lokasi dan Perolehan tanah oleh PT.
Sembilan Sembilan Tuban Perdana dalam pembangunan perumahan

Tuban Akbar.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

SKRIPSI

Wahyu Arsyantuti

Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
11

Secara keseluruhan materi skripsi ini terdiri dari empat bab pokok

pembahasan. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan

keterkaitan antara bab-bab tersebut, yang kemudian diuraikan sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

SKRIPSI

: Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan keseluruhan

materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. dalam bab ini
dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah,
penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan

pertanggungjawaban sistematika.

: Sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang pertama,

mengenai Apakah perolehan izin lokasi oleh PT. Sembilan-
Sembilan Tuban Perdana dalam pembangunan perumahan Tuban
Akbar sudah sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2
Tahun 1999 tentang izin lokasi dan apa yang menjadi bahan

pertimbangan Bupati Tuban untuk menerbitkan SK izin Lokasi.

: Sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang kedua,

mengenai tata cara perolehan hak atas tanah oleh PT. Sembilan

Sembilan dalam pembangunan perumahan Tuban Akbar.

: Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi tentang

kesimpulan yang berisi tentang rangkuman hasil analisis dan

saran.

Wahyu Arsyantuti
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6. Pertanggungjawaban Sistematika

Secara keseluruhan materi skripsi ini terdiri dari empat bab pokok

pembahasan. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan

keterkaitan antara bab-bab tersebut, yang kemudian diuraikan sebagai berikut :

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

SKRIPSI

: Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan keseluruhan

materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. dalam bab ini
dijelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah,
penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan dan

pertanggungjawaban sistematika.

: Sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang pertama,

mengenai Apakah perolehan izin lokasi oleh PT. Sembilan-
Sembilan Tuban Perdana dalam pembangunan perumahan Tuban
Akbar sudah sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 2
Tahun 1999 tentang izin lokasi dan apa yang menjadi bahan

pertimbangan Bupati Tuban untuk menerbitkan SK izin Lokasi.

: Sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang kedua,

mengenai tata cara perolehan hak atas tanah oleh PT. Sembilan

Sembilan dalam pembangunan perumahan Tuban Akbar.

: Merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisi tentang

kesimpulan yang berisi tentang rangkuman hasil analisis dan

sarar.
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BAB 11
PEROLEHAN IZIN LOKASI OLEH PT. SEMBILAN
SEMBILAN TUBAN PERDANA DALAM PEMBANGUNAN

PERUMAHAN TUBAN AKBAR

1. Izin Lokasi Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi

Untuk dapat melaksanakan pembangunan perumahan, perusahaan
pembangunan perumahan wajib melaksanakan penyediaan tanah. Setiap
perusahaan pembangunan perumahan yang akan menyediakan tanah untuk
keperluan pembangunan, terlebih dahulu harus mempunyai izin lokasi. Dasar
pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. Sembilan Sembilan
Tuban Perdana untuk pembangunan perumahan adalah izin lokasi. Menurut
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional ( Permen Agraria/ Kepala BPN ) No. 2 Tahun 1999 tentang Izin
Lokasi, Izin Lokasi ialah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka pemindahan hak, dan untuk
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek
penguasaan tanah dna teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta
penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan
tanah serta kemampuan tanah, sebagaimanra terdapat dalam Pasal 6 ayat (1)

Permen Agraria / Kepala BPN No. 2 Tahun 1999

12
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Berdasarkan pasal 6 (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun
1999, Surat pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait. Rapat
koordinasi tersebut dipimpin oleh Gubernur Kepala DKI Jakarta atau oleh
pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya.

Bahan-bahan pertimbangan izin lokasi dan rapat koordinasi
dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Jadi yang mempersiapkan rapat
koordinasi ialah Kepala Kantor Pertanahan dan dipimpin oleh Kepala Kantor
Pertanahan. Rapat koordinasi tersebut disertai konsultasi dengan masyarakat
pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon, konsultasi yang
dimaksud meliputi empat aspek sebagai berikut:

a. Penyebarluasan informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan
dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta
penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;

b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk
memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari
alternatif pemecahan masalah yang ditemui;

¢. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data
sosial dan lingkungan yang diperlukan;

d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan
besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin

lokasi.
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2. Proses Permohonan Izin Oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana
Sampai Diterbikannya Surat Keputusan Izin Lokasi
Untuk mendapatkan izin lokasi, suatu perusahaan diwajibkan
mengajukan Permohonan Izin Lokasi kepada Bupati Tuban melalui Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dengan mengisi formulir permohonan
yang telah disediakan. Di dalam mengajukan permohonan izin lokasi tersebut
harus disertakan lampiran:
a. Ashl
1. Surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan memberikan ganti
kerugian yang layak dan atau kesanggupan menyediakan tempat
penampungan bagi pemilik/yang menguasai/yang berhak atas tanah
yang akan diperlukan oleh pemohon;
2. Surat pernyataan bermeterai mengenai luas tanah yang telah dikuasai
oleh pemohon dan atau beserta groupnya;
3. Gambar kasar/sketsa tanah yang dilengkapi dengan letak lokasi serta
perkiraan luasnya;
4. Uraian rencana proyek lyang akan dibangun serta dilengkapi dengan
Rencana Penggunaan tanah.
b. Rekaman yang telah mendapatkan legaliasasi dari pejabat yang
berwenang:
1. Akta pendirian perusahaan dan atau identitas pemohon/pemimpin
perusahaan;,

2. Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
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3. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota Real Estate Indonesia
(REI)/APERSI bagi perusahaan pembangunan perumahan atau
anggota Himpunan Kawasan Industri (HKI) bagi perusahaan kawasan
industri.

Surat permohonan juga disertai dengan tembusan permohonan,
tembusan permohonan disampaikan kepada:

a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur

b. Kepala Badan Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tuban

c¢. Camat dimana lokasi tersebut dimohon
d. Lurah/Kepala desa lokasi tersebut dimohon
Permohonan izin lokasi yang telah diterima oleh kantor pertanahan
Kabupaten Tuban harus dicatat dalam agenda umum dan diteliti
kelengkapannya oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Tuban. Kepada
pemohon diberikan tanda terima sebagaimana formulir yang tersedia.
Atas dasar surat permohonan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan
melakukan kegiatan:
a. Melaksanakan penelitian lapang terhadap lokasi tanah yang dimohon
b. Menyiapkan bahan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan
teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan tanah serta penguasaan tanah
yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta
kemampuan tanah.
¢. Menyiapkan undangan rapat koordinasi untuk ditandatangani oleh Kepala

Kantor Pertanahan
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Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, rapat koordinasi dipersiapkan oleh

kantor pertanahan kabupaten Tuban dan dipimpin oleh kepala kantor

Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 13 April 2000. rapat koordinasi

diikuti oleh Dinas/instansi terkait :

¥

2,

i0.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

SKRIPSI

Asisten | tata praja setwilda Tk II Tuban ;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tk. II Tuban:
Dinas PU Cipta Karya Tk 1I Tuban;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Tuban;

Kabag Lingkungan Hidup Setwilda Tk. IT Tuban;

Kabag Hukum Setwilda Tk II Tuban;

Kabag Ketertiban Umum Setwilda Tk II Tuban;
Pembantu Bupati Tuban;

Dinas PU Pengairan Dati II Tuban;

Camat Tuban;

Lurah Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban;

Pemilik Tanah Kel. Perbon

Kasi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Tuban:

Kasi Hak-Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kab. Tuban:

. Kasubsi Pendaftaran dan Pengukuran Tanah, Kantor Pertanahan Kab.

Tuban;
Kasi PGT Kantor Pertanahan Kab. Tuban;

Kasbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Tuban.
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Peserta yang mewakili dalam rapat koordinasi dimaksud berkewajiban dan

mempunyai  kewenangan untuk memberikan pertimbangan  dan

menandatangani berita acara rapat koordinasi®.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat koordinasi :

8

2.

Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana lainnya;
Aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi
keadaan hak atas tanah serta penguasaan tanah yang bersangkutan fisik
wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah;

Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan;

Kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi tanah yang dimohon;

Kelayakan usaha dengan luas tanah yang dimohon;

Dampak lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang mungkin terjadi;

Konsultasi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang

dimohon meliputi :

7.1. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang
akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan
tanahnya serta ;:;enyelesaian masalah yang berkenan dengan perolehan
tanah tersebut ;

7.2. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk
memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan

mencan alternatif yang ditemui;

SKRIPSI
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7.3. Pengumpulan informasi dari masyarakat untuk memperoleh data
sosial dan lingkungan yang diperlukan;

7.4. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan
besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah sebagai pelaksanaan
izin lokasi ;

8. Jangka waktu izin lokasi

a. lzin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun

b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha : 2 (dua)

tahun ;

c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.

Untuk penyampaian keputusan Bupati Tuban atas permohonan izin
lokasi sudah harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 12
(duabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap
yang disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan
kepada Bupati/Walikotamadya dan instansi yang terkait sebagaimana terdapat
dapal pasal 3 Permen Agraria kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 tahun
1993. '

Untuk menerbitkan izin lokasi kepada suatu perusahaan, kantor
pertanahan harus memperhatikan beberapa faktor-faktor yang bisa menunjang
penerbitan izin lokasi tersebut Faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan tersebut akan menjadi resume bahan rapat koordinasi untuk
penerbitan izin lokasi. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999, Bahan-bahan
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untuk keperluan pertimbangan yang dimaksud ialah mengenai aspek
pengusaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi : keadaan hak serta
penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan
tanah serta kemampuan tanah.

Untuk penerbitan izin lokasi Perumahan Tuban Akbar, berdasarkan
permohonan PT. Sembilan-Sembilan Tuban Perdana, yaitu Surat permohonan
tanggal 5 April 2000 No. 101/P.IL/SS/IV/2000 dari Saudara H. Ali HAsan
bertindak dan atas nama PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana. Maka telah
diadakan rapat koordinasi izin iokasi tanggal 13 April 2000 No.
05/Rekor/PGT,TV/2000, Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
dalam rapat koordinasi adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian peruntukan dengan tata ruang wilayah.

Kesesuaian permohonan izin lokasi dengan rencana tata ruang
wilayah menjadi hal yang paling dipertimbangkan dalam menerbitkan izin
lokasi bagi suatu perusahaan. Izin lokasi tersebut harus disesuaikan dengan
rencana detail tata ruang wilayah karena hal tersebut merupakan bentuk
dari kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemabngunan
wilayahnya, jadi sebelum izin lokasi diberikan kepada pihak developer,
maka harus dilihat apakah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,
apakah memang untuk perumahan karena itulah izin lokasi diperlukan

karena izin tersebut sebagai pengendali penggunaan tanah. Izin lokasi
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tersebut harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah
ditetapkan Pemerintah Daerah setempat’
2. Tumpang tindih peruntukan

Dalam permohonan izin lokasi oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban
Perdana tidak terdapat tumpang tindih peruntukan. Adanya rumpang tindih
peruntukan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi kemungkinan
dalam satu lokasi yang sama telah diajukan permohonan izin lokasi oleh
perusahaan yang lain. Untuk menghindari hal tersebut, maka kantor
pertanahan harus meninjau lokasi tersebut secara langsung dan mengecek
data yang telah mereka terbitkan sebelumnya.

3. Kepastian lokasi dengan luas yang diberikan

Lokasi - Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten
Tuban
Luas -+ 90.000 m’

Penggunaan tanah  : Tanah pertanian

4. Kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi tanah yang dimohon.
Dalam rapat k@r&nui tersebut tidak terdapat kepentin;gan pihak ketiga.
Dalam pembangunan perumahan tersebut apakah akan mengganggu

penduduk sekitar.

? Ibid, tanggal 22 Mei 2003
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3. Penerbitan Izin Lokasi PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana Dalam

Pembangunan Perumahan Tuban Akbar

Sesuai dengan Surat Permohonan tanggal 5 April 2000 No.
101/P.IL/SS/IV/2000 dari Saudara H. Ali Hasan bertindak untuk dan atas
nama PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana, maka Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten tuban menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban

Tanggal 25 April 2000 No. 188.45/04/ILK/Perumahan Tuban Akbar. PT.

Sembilan Sembilan Tuban Perdana diberi izin untuk melakukan pembangunan

perumahan pada tanah seluas + 90.000 m? terletak di Kelurahan Perbon

Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana

telah meinpunyai piagam keanggotaan dari Real Estate (REI) pada tanggal 26

April 2000 dengan Nomor pokok anggota 03.00731 sesuai Surat Keputusan

DPP REI No. 019/Kep-REI/03/2000 tanggal 26 April 2000.

Namun dalam melaksanakan pembangunan perumahan Tuban Akbar,

PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut :

1. Perolehan tanah serta tanaman tumbuh yang terdapat harus dialkukan
secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara
musyawarah dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam Jangka waktu 12 (dua belas)

bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh pemegang izin kepada
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Bupati Tuban dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tuban dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Timur,

. Setelah dilaksanakan perolehan tanah, pemegang izin segera mengajukan

permohonan hak atas tanahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Tuban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

. Sebelum melaksanakan pembangunan diatas tanah tersebut, wajib

menyelesaikan terlebih dahulu izin-izin yang diperlukan pada instansi

yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang

berlaku ;

. Denah rencana pembangunan tanah (lay out) harus mendapat persetujuan

Dinas /Instansi teknis dan disahkan oleh Bupati Tuban, sebelum mendapat

persetujuan dilarang melaksanakan pemabngunan diatas tanah tersebut;

. Dalam pembuatan lay out tersebut luas bagian tanah untuk kavling rumah

dan luas bagian untuk kepentingan umum (fasilitas sosial dan fasilitas
umum) harus berbanding 60 : 40;

Bagian-bagian tanah untuk kepentingan umum harus dilepaskan kepada
negara dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi serta
dilarang menjual kavling tanah tanpa bangunan rumah diatasnya;
Menyediakan lahan untuk keperluan makam/kuburan yang dipergunakan
untuk penghuni perumahan dan memberikan kompensasi atas produksi
pertanian yang hilang akibat pembangunan perumahan pada lahan tersebut

kepada Pemerintah Kabupaten Tuban;
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9. Meningkatkan jalan desa disebelah barat poliklinik St. Elizabeth kearah
selatan;

10. Diwajibkan memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, wajib membuat
drainase dan sanitasi serta tanam/ruang terbuka hijau dilokasi perumahan
tersebut;

11. Pembangunan pada lokasi tersebut agar diselesaikan dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan sesuai dengan lampiran berkas permohonan yang
diajukan ;

12. Wajib mengikuti program ASTEK dan memprioritaskan tenaga kerja dari
masyarakat setempat dan atau bekas pemilik/penggarap tanah sesuai
dengan ketrampilan yang dimiliki;

13. Surat izin ini tidak dapat dipindah tangankan pada pihak lain kecuali atas
persetujuan Bupati Tuban;

14. Penyimpanan dan pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam
keputusan ini dapat mengakibatkan dibatalkannya izin ini.

Setelah 1zin lokasi diberikan, maka pemega-ng izin lokasi
berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala
Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya
berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut sesuai
dengan pasal 9 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional No. 2 tahun 1999. Jadi laporan tersebut seharusnya diberikan kepada
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Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban selama pembangunan perumahan
tersebut belum selesai'”

Dalam Permen Agraria’Kepala BPN No.2 Tahun 1999, disebutkan
bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut
tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai
dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan
menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya, sedangkan keadaan
tanah yang dimohon izin lokasinya oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban
Perdana merupakan tanah pertanian. Oleh karena itu dalam Surat Keputusan
Bupati Tuban tanggal 25 April 2000 No. 18845/04/ILK/411.014/2000
disebutkan bahwa rencana pembangunan perumahan tuban akbar telah sesuai
dengan rencana tata ruang Kabupaten Tuban ( Tahun Rencana 1997/1998-
2007/2008 ) sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Tuban Nomor 13
Tahun 1998 dan juga PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana harus memenuhi
syarat dan ketentuan dalam izin lokasi tersebut yaitu memberikan kompensasi
atas produksi pertanian yang hilanh akibat pembangunan perumahan pada
lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tuban. Dalam Rapat Koordinasi
juga sudah dibahas bahwa izin lokasi yang dimohon sudah sesuai dengan
RT/RW Kabupaten Tuban.

Menurut Pasal 4 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 2 tahun 1999, luas
areal yang berhasil dibebaskan oleh Perusahaan untuk usaha pengembangan

perumahan dan permukiman untuk 1 propinsi tidak boleh lebih dari 400Ha,

' Ibid
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sedangkan luas tanah yang dimohon oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban
Perdana hanya 90.000M2.

Jangka waktu izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha ialah 1 tahun
sesuai dengan Pasal 5 Permen Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999,
sedangkan di dalam SK. Izin Lokasi juga disebutkan bahwa keputusar: ini
berlaku selama 12 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jadi Izin Lokasi PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana telah sesuai
denagan Permen Agraria/ Kpala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang izin
lokasi,baik dari segi tata ruang wilayahnya, luas tanah yang dimohon, dan

jangka waktu izin lokasi.
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BAB 111
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PT. SEMBILAN SEMBILAN
TUBAN PERDANA DALAM PEMBANGUNAN

PERUMAHAN TUBAN AKBAR

1. TATA CARA PEROLEHAN TANAH

Perolehan tanah dilakukan sesudah ditebitkannya izin lokasi dan
hanya boleh dilaksanakan di areal yang telah ditetapkan di dalam izin lokasi.
Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan
pemilik atau pemegang hak atas dasar kesepakatan.

Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang No. 4 Tahun 1992,
tentang Perumahan dan Permukiman, Penyediaan tanah untuk pembangunan
perumahan dan permukiman diselenggarakan dengan :

a. Penggunaan tanah yang langsung dikiuasai oleh negara ;

b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

c. Pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7

Menurut Pasal 1 angka (1) Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 21
Tahun 1994, tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal, Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara
penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian

kepada yang berhak.

26
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Perolehan tanah dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat dilakukan
melalui cara pemindahan hak atas tanah atau melalui penyerahan atau
pelepasan hak atas yang diikuti dengan pemberian hak.

Di dalam Peraturan mengenai hukum pertanahan, diatur berbagai cara
memperoleh tanah baik untuk keperluan bisnis, ataupun untuk kepentingan
umum, hal itu bergantung pada :

- Status hak dari tanah yang diperlukan

- Serta ada tidaknya kesediaan dari pada pemilik __ untuk menyerahkan
tanahnya.

Status hak dari tanah dapat dibedakan, yaitu :

- Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, adalah tanah
yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan Pasal 1
angka (3) PP, No. 24 Tahun 1997.

- Tanah Ulayat, adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari
suatu masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan Pasal 1 angka (2)
Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

- Tanah hak adalah tanah yang sudah ada pemegang haknya.

Subyek hak yang memerlukan tanah menentukan status tanah yang dapat

diperoleh, misalnya:

- Apabila Subyeknya Badan Hukum, maka dalam memperoleh tanah dengan

status Hak Pakai, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.
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- Apabila subyeknya perorangan, maka dalam memperoleh tanah dengan

status Hak Milik.

Dalam segi status tanah dna cara peroichan haknya, maka dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bila tanah Negara, maka dilakukan dengan permohonan hak untuk
mendapatkan tanah tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemberian hak
atas tanah oleh BPN.

2. Bila tanah ulayat, maka perolehan haknya dengan pelepasan tanah ulayat
tersebut dengan kepala masyarakat hukum adat dan dilakukan pemberian
hak atas tanah tersebut oleh BPN.

3. Bila tanah hak, maka hanya tergantung ada tidaknya kesediaan dari
pemiliknya dalam menyerahkan tanahnya kepada pihak yang memerlukan
tanah, dengan kemungkinan:

a) Bila ada kesediaan dari pemilik tanah, maka perolehan haknya dapat
dilakukan dengan cara pemindahan hak atau pelepasan hak, dimana
obyek hak atas tanah yang dipindahkan atau dilepaskan harus sesuai
dengan subyek hak dari permohonan.

b) Bila tidak ada kesediaan, maka biasanya dilakukan untuk kepentingan
umum, maka perolehan haknya dapat dilakukan dengan pencabutan
hak !

2. Perolehan Tanah Melalui Cara Pemindahan Hak Atas Tanah
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Kepmen Agraria/Kepala

BPN No. 21 Tahun 1994, “Perolehan tanah melalui pemindahan hak

' Soegianto, “Penggunaan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Untuk Keperiuan
Perumahan Umum dan Kawasan Industri”, Makalah Seminar, 7 Agustus 1996, h. 17.
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dilakukan apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan hak atas

tanah yang sama sejenisnya dengan hak atas tanah yang diperlukan oleh

perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa apabila

perusahaan yang bersangkutan menghendaki, hak atas tanah tersebut dapat

Jjuga dilepaskan untuk kemudian dimohon hak sesuai dengan ketentuan dalam

keputusan ini.

Sebelum diadakan peralihan hak maka terlebih dahulu dilakukan

perubahan jenis hak atas tanah sehingga sesuai dengan jenis hak atas tanah

yang diperlukan perusah-aan, cara untuk melakukan perubahan hak yakni

antara lain:

a.

SKRIPSI

Perolehan tanah asal Hak Milik

Hak milik atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak Guna
Bangunan, atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi
Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September
tahun ketiga puluh, terhitung dari tahun dikeluarkannya izin lokasi yang
menjadi dasar perolehan tanah yang bersangkutan. Dengan ketentuan
bahwa jangka waktunya tidak lebih dari 30 tahun, dengan demikian hak
milik tersebut menjadi hapus.

Perolehan tanah asal Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang diperoleh perusahaan dengan
pemindahan hak, atas permohonan pemegang hak diperpanjang masa
berlakunya atau diperbaharui, sehingga masa berlakunya berakhir pada

tanggal 24 September tahun ketiga puluh terhitung sejak dikeluarkannya
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izin lokasi dengan maksimum masa berlaku tidak lebih daripada 30 tahun.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika untuk berakhir pada tanggal 24 September tahun ketiga puluh
sejak dikeluarkannya izin lokasi, penambahan masa berlaku Hak Guna
Bangunan itu diperpanjang.

b) Jika untuk berakhir pada tanggal 24 September tahun ketiga puluh
sejak dikeluarkannya izin lokasi, penambahan masa berlakunya Hak
Guna Bangunan tersebut lebih dari dua puluh tahun, maka Hak Guna
Bangunan itu diperbaharui.

c. Perolehan tanah asal Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak

Guna Bangunan, atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah

menjadi Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai tanggal 24 September

tahun ketiga puluh terhitung dari tahun dikeluarkannya izin lokasi yang
menjadi dasar perolehan tanah yang bersangkutan. “
d. Perolehan tanah asal Hak Pakai

Hak Pakai atas tanah negara yang diperlukan oleh perusahaan dengan Hak

Guna Bangunan atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah

menjadi Hak Guna Bangunan yang berlaku sampai dengan tanggal

berakhirnya Hak Pakai yang bersangkutan.
Berdasarkan Surat Edaran Meneg Agraria/Kep. BPN No. 500-3827,

proses perubahan hak adalah sebagai berikut:
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Pemegang Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Pakai atau kuasanya
mengajukan permohonan untuk mengubah haknya menjadi Hak Guna
Bangunan, atas permohonan tersebut, dengan Kepmen Agraria/Kep. BPN
No. 21 Tahun 1994 ditegaskan hapusnya Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak
Pakai tersebut dan kepada bekas pemegang hak diberikan Hak Guna
Bangunan untuk waktu yang tersisa dari jangka waktu hak semula.
Dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dapat
langsung mencatat permohonan hak itu pada sertifikat lama dan mendaftar
Hak Guna Bangunan yang baru dengan membuat buku tanah dan
sertifikatnya.

Kemudian dibuat akta pemindahan Hak Guna Bangunan tersebut kepada
perusahaan didepan PPAT dan didaftar pada Kantor Pertanahan.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (4) Kepmen Agraria/Kep. BPN No. 21

Tahun 1994, jika perolehan tanah dilakukan dengan pemindahan hak dengan

terlebih dahulu mengubah hak yang bersangkutan menjadi Hak Guna

Bangunan, maka untuk kepentingan para pihak, sebelum pembuatan akta jual

beli oleh PPAT, dapat dilakukan penguasaan tanah dengan membayar harga

yang disepakati, yang dituangkan dalam suatu perjanjian, yaitu perjajian akan

melakukan jual beli dan pemberian kuasa mewakili pemegang hak dalam

melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan permohonan

perubahan hak.

Dalam perjanjian akan melakukan jual beli, pada waktu perjanjian itu

diadakan jual belinya belum terjadi, justru jual beli itulah yang diperjanjikan,
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maka oleh karenanya juga belum ada pihak penjual dan pembeli, yang ada
baru pemilik tanah dan calon pembelinya'’. Jadi didalam perjanjian akan

melakukan jual-beli belum ada peralihan hak kepada calon pembeli.

Tata Cara Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana
Melalu Cara Pernyerahan Atau Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Diikuti
Dengan Pemberian Hak

Berdasarkan pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Kepmen Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang tata cara perolehan
tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal, “Perolehan tanah
dalam rangka pelaksanaan izin lokasi dapat dilakukan melalui cara
pemindahan hak atas tanah atau melalui penyerahan atau pelepasan hak atas
tanah atau melalui penyerahan atau pelepasan hak atas yang diikuti dengan
pemberian hak”.

Perolehan tanah dilakukan sesudah diterbitkannya izin lokasi dan
hanya boleh dilakukan di areal yang telah ditetapkan di dalam izin lokasi.
Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan
pemilik atau pemegang hak atas dasar kesepakatan.

Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan pemberian ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Kepmen Agraria/Kepala Badan Pertanahan

' Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang

Praktisi Hukum, Cet. IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h 26.
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Nasional No. 21 Tahun 1994, perolehan tanah melalui penyerahan atau
pelepasan hak dilakukan apabila tanah yang diperlukan dipunyai dengan hak
milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh
perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Dalam membangun perumahan, tanah yang secara umum dibutuhkan
oleh pihak developer adalah tanah Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan
adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah
yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan
atas permintaan pemegang haknya dapat diperpanjang d;tngan waktu paling
lama 20 tahun sesuai dengan pasal 35 UUPA. Berdasarkan pasal 21 PP No. 40
tahun 1996, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah:

a. Tanah Negara

b. Tanah hak pengelolaan

c. Tanah hak milik

Berdasarkan pasal 37 UUPA, Hak Guna Bangunan terjadi :

a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan

b. Méngenai tanah milik : karena diperjanjikan. yang berbentuk otentik antara
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh
Hak Guna Bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pelaksanaan penyerahan atau pelepasan hak dilakukan secara
langsung antara pemegang hak atas tanah dengan pihak developer yang
membutuhkan tanah dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan

besarnya ditentukan secara musyawarah. Apabila diperlukan sebelum
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dilaksanakan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dapat diadakan

perjanjian kesediaan menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah yang berisi

kesepakatan bahwa, dengan menerima ganti kerugian pemegang hak bersedia:

- Menyerahkan tanah miliknya sehingga tanah tersebut jatuh kepada negara.
Dengan demikian maka hak miliknya menjadi hapus dan tanah tersebut
menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a UUPA.

- Melepaskan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakainya
sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara, untuk kemudian diberikan
kepada perusahaan dengan hak atas tanah yang sesuai dengan keperluan
perusahaan tersebut untuk menjalankan usahanya.

Sehingga tanah yang sudah dilepaskan haknya tersebut menjadi tanah
yang langsung dikuasai oleh negara (tanah negara) dan untuk mendapatkan
tanah tersebut, maka pihak developer harus mengajukan permohonan hak atas
tanah kepada negara melalui Badan Pertanahan Nasional. |

Jika tanah yang diperlukan perusahaan merupakan tanah negara yang
dipakai oleh pihak ketiga, maka pihak yang memakai tanah tersebut
melepaskan semua hubungannya dengan tanah yang bersangkutan, sehingga
tanah itu menjadi tanah negara yang dapat diberikan dengan hak atas tanah
yang sesuai kepada perusahaan. Penyerahan atau pelepasan hak atas tanah
dilakukan setelah diserahkannya kepada Kantor Pertanahan setempat dengan
menyerahkan sertipikat tanah yang bersangkutan atau jika tanah yang

bersangkutan belum bersertipikat, setelah dilakukan inventarisasi dan
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pengumuman dan penyerahan surat-surat asli bukti kepemilikan tanah yang
bersangkutan.

Dengan adanya pernyataan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah
tersebut, maka orang yang bersangkutan menyatakan tanah milik atau
melepaskan hak atas tanahnya kepada negara dan selanjutnya tidak
berkeberatan apabila atas tanah tersebut dimohon dengan sesuatu hak atas
tanah oleh perusahaan. Sebagai pihak yang menyerahkan tanah hak milik /
melepaskan hak atas tanah tersebut dan menjamin, bahwa :

a) Atas tanah tersebut tidak terkena sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu
perkara.

b) Tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan
Jaminan hutang dengan cara apapun.

c¢) Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sudah dibuat pernyataan penyerahan
atau pelepasan hak, kepada Kantor Pertanahan mencatat hapusnya hak atas
tanah tersebut pada buku tanah dan sertipikatnya maupun daftar umum
lainnya'*.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Kepmen Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994, perusahaan wajib segera
mengajukan permohonan hak yang sesuai dengan keperluan usahanya atas

tanah yang sudah diserahkan atau dilepaskan haknya.

3 Soetrisno, “Tata cara perolehan tanah untuk Industri”®, Cet. I, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 2004, h. 21.
" Ibid, h. 22.
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4. Pendaftaran Tanah

Setelah pemohon hak atas tanah memenuhi persyaratan-persyaratan
dan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat keputusan
tersebut, maka atas permintaan penerimaan hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran
Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftaran dalam buku tanah dan
penerbitan sertifikat hak atas tanah menurut ketentuan peaturan Pemerintah
Nomor : 24 Tahun 1997.

Penandatanganan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pertahanan Kabupaten atas nama Bupati/Walikota kepala daerah. Salinan
buku tanah dan Surat Ukur (Sertipikat) diterbitkan oleh kepala Seksi
Pendaftaran Tanah yang bersangkutan".

Pendafataran tanah diselenggarakan antara lain untuk menyediakan
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan perbuatan hukum
mengenai bidang-bidang tanah atau satuan-satuan rumah susun yang sudah
terdaftar. Penyajian data tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya seksi tata usaha pendafiaran tanah, yang dikenal
sebagai daftar umum, yang terdiri atas :

a. Peta pendaftaran, yaitu : Peta yang menggambarkan bidang atau bidang-

bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah;

"* D.Soetrisno, Tata Cara Perolehan Tanah untuk Industri, Cet I, Rineka Cipta,
Semarang, 2004, h.27.
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Daftar tanah, yaitu : dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas
bidang tanah dengan suatu sistem penomoran;

Surat ukur, yaitu : dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah
dalam bentuk peta dan uraian yang diambil datanya dari peta pendaftaran;
Buku tanah, yaitu : dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada
haknya,

Daftar nama, yaitu : dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan tanah dengan suatu hak atas tanah; atau
hak pengelolaan, dan mengenai pemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah
susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu'®.

Pendaftaran tanah pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah

yang telah diatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah yang telah diatur

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, yaitu baik

dalam UUPA maupun Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 ol

Sudargo Gautama dan G. Sukahar Badwi, dalam bukunya tafsiran

UUPA mengemukakan sebagai berkut :

“ Bahwa akan diadakan kadaster atau pendaftaran untuk semua tanah-

tanah yang berada dalam wilayah Republik Indonesia, Pemerintah telah

mengedepankan bahwa Hukum Agraria yang baru ini akan disesuaikan

'* Jrawa~ Soerodjo, Kepastian Hukum Pendaftaran hak atas Tanah di Indonesia,

Arkola Surabaya h. 103

SKRIPSI

17 Ihid, h.104

Wahyu Arsyantuti

Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

38

dengan prinsip-prinsip yang dikenal dalam stelsel-stelsel Hukum Agraria di
negara-negara modern'®

Dengan adanya pendaftaran tanah seseorang dapat secara mudah
memperoleh keterangan-keterangan berkenaan dengan sebidang tanah seperti
hak apa yang dipunyainya berapa luasnya, letaknya dimana, apakah telah
dibebani dengan hak atau tidak.

Adanya jaminan kepastian hukum tercantum dalam ketentuan pasal 19
ayat 1 UUPA yang berbunyi :

“ Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 1 butir (1) Pendaftaran Tanah adalah rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus,
berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah yang diselenggarakan bertujuan untuk memberikan

kepastian hak menurut Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997, vaitu :

. Sudargo Gautama & G. Sukahar Badwi, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria,
Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1973, h.39.
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a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan ;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar ;

¢. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanalllan.
Diselenggarakannya Pendaftaran Tanah yang efektif akan memungkinkan
barang siapapun yang berkepentingan dengan mudah membuktikan
haknya atas tanah yang dipunyai dan mengetahui hal-hal yang perlu
diketahui mengenai tanah-tanah kepunyaan pihak lain baik segi-segi
kadaster maupun segi yuridisnya.

Menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, Obyek Pendaftaran tanah
meliputi :
- a. Bidang-bidang tanah yang dipunya;i dengan Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai,
b. Tanah Hak Pengelolaan;
| c. Tanah Wakaf;
: d. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
e. Hak Tanggungan,

1 f. Tanah Negara.
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Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ada yang diberikan oleh Negara.
Tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah.
Tetapi selama belum ada pengaturan mengenai tata cara pembebanannya
dan disediakan formulir akta pemberiannya, untuk sementara belum akan
ada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemegang
Hak Milik atas tanah. Maka yang kini merupakan obyek pendaftaran tanah
baru Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.

Pelaksana;m Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah
untuk pertama kali dan pemelitharaan data pendaftaran, sesuai dengan
Pasal 11 PP No. 24 Tahun 1997.

Berdasarkan Pasal 12 PP No.24 Tahun 1997, kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali meliputi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
c. Penerbitan sertipikat ;
d. Penyajian data fisik dan data vuridis ;
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;
Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :
a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ;
b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan

melalui pendaftaran tanah secarz sistematik dan pendaftaran tanah secara

sporadik, sesuai dengan pasal 13 PP No.24 Tahun 1997.
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Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana
kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997, Pendirian hak atas tanah
dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar,
hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan
hak lainnya hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu sebagaimana
yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar
pemindahan hak atas tanah bidang tanah Hak Milik, dilakukan antara
perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang
tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan
tersebut kadar kebenarannya dianggap  cukup untuk mendaftar
pemindahan hak yang bersangkutan.

Pembuatan akta pemindahan hak dihadiri oleh para pihak yang
melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak
sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu, sesuai dengan Pasal 38 PP No.
24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sembilan-Sembilan Tuban

Perdana dilaksanakan secara sporadik dengan melengkapi persyaratan
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pendaftaran yang diminta oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban antara

lain :

a. Foto copy KTP

b. Foto copy SPPT

c. Foto copy akte Pendirian PT"

Setelah dilakukan pendaftaran tanah ke Badan Pertanahan Kabupaten
Tuban maka pada tanggal 7 Maret 2001 Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tuban menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 460
atas nama PT. Sembilan-Sembilan Tuban perdana.

Setelah adanya penerbitan sertipikat induk tersebut, maka dalam hal
ini biasanya ada dua kemungkinan mengenai sertipikat perumahan :

1. pihak Developer akan memecah secara langsung sertipikat induk
tersebut menjadi sertipikat beberapa kapling atau rumah yang telah
disesuaikan ukurannya.

2. pihak Developer akan menunggu pembeli untuk membeli perumahan
atau tanah kaplingan kemudian akan membawanya ke kantor Notaris/
PP-AT untuk membuat akte jual beli, k‘emudian baru memecah

sertipikatnya menjadi sertipikat perumahan tersebut.
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PENUTUP

1. Kesimpulan :

a. PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana memperoleh izin lokasi untuk
membangun perumahan Tuban Akbar diatas tanah seluas 90.000M2
dengan Surat Keputusan Bupati Tuban tanggal 25 April 2000 No.
188.45/04 /1LK /411.014 / 2000 tentang pemberian izin lokasi untuk
keperluan pembangunan perumahan Tuban Akbar pada tanah seluas
90.000M2 terletak di Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten
Tuban. Jadi untuk mendapatkan izin lokasi tersebut pihak developer
( PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana ) harus memenuhi syarat-
syarat dan apa yang menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor
Pertanahan Kabupaten Tuban dalam mengeluarkan izin lokasi tersebut.

b. Pada umumnya tanah yang diperoleh dalam pembangunan perumahan
adalah tanah dengan hak guna bangunan. PT. Sembilan Sembilan
Tuban Perdana dalam proses perolehan tanahnya dengan menggunakan
cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah yang diikuti dengan
pemberian hak kemudian dilepaskan menjadi tanah negara kemudian

dimohon menjadi hak guna bangunan.

43
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a. Sebaiknya sebelum memberikan izin lokasi kepada perusahaan real

SKRIPSI

estate, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan Bupati
Tuban harus teliti dalam memberikan izin lokasi. Apakah izin lokasi
tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan apakah
tanah yang dimohon tersebut sudah sesuai peruntukannya.

Setelah pemberian izin lokasi, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Tuban harus selalu mengadakan pengawasan terhadap perusahaan
tersebut, apakah pihak developer telah memenuhi persyaratan yang
tercantum dalam Surat Keputusan Izin lokasi.

Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban hendaknya lebih t=liti
dalam proses pemberian hak atas tanah kepada developer sehingga
tidak menimbulkan persengketaan dikemudian hari. Selain itu
proses pemberian hak kepada pemohon hak atas tanah tidak hanya
melihat dari segi prosedurnya saja, tetapi segi hukum juga harus

diperhatikan.
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" _,Tanggal : 13 April 2000

Pada hari ini Rabu. tanggal 13 Aprll 2000, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka
membahas permohonan Ijm Lokesi berdasarkan sucat permohonan dari Sendara H. Ali Hasan bertindak
untuk den atas nama Direkiur PT. SEMBILAN STZMBILAN TUBAN PERDANA tanggal 5 April 2000

: 101/P.IL/SS5/1V/2000 yang beralamat di Jalan KH. Ages Salim nomor 14 A Kecamatan Tuban

Kabupaten Tuban, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dengan mengambil kesimpulan

i
Z:

-
J.

hairwa terhadep permolionan

" Nama Badan Hukum 2 P’I‘ SEMBEAN SEMBILAN TUBAN PHLDM\IA
-Alamat " 2 .Il KH. Agus Salim nomor 14 A Tuban

Letak tanah . - RS A

aLokasi s : Kelurshan Perbon Kecamatan Triban

‘ Kabupaten Tuban.
b. Penggunen Tanah saat ini : Tmmh pertanian Sawah yang ditmami pad1

c. Luas Tanah S +l- 90.000 M2
d. Statvs Tenah : ‘Hak Milik
e.Grid- : : 162 - AU
L Rem.mln Peruntukaan & Pembmx'gunnn Perumahan
I)su i tanah yang dimolion diberikan perumbangml sebagai berikut :
Kesesuaian dengen Tata Ruang Wilaysh, _ ’ i
Lokasi yang dimohon sesuai dengan RTRW Kabupaten Tuban
‘Tumpang tindih peruntukan :

Tidak terdapat tumpang tindih peruntukan.
Kepastan lokasi dengan luas yang diberikan :

Lokasi . Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban
: Kabupaten Tuban.

Lu as ¢ +/-90.000 M2

Penggunaan Tanan ‘ . Tangh pertanian Sawah

Grid ;. 162 - AU

Rencana Peruntukan Pembangunsu perumahan

Kepentingan pihak ketiga yang ada dtlc-kusl tangh yang dimechon :
Tidak terdapat kepentingan pihak ketiga.

Dengan synrat

):

2.
3.

Lokasi tersehut hanya diperluken untuk pembangunai pemnmh:m
‘Pembebasan tansh agar dilaksanakan secara musyawm'ah

Rencana tapnk harus mendapat persebijuan - Bupati Kepala Daerah ng,kat II Tuban
melaksarakan pembargunan;

Pélairsanaan pembangunan harus berwawasen lingkungen.
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No. . Nama " Dinas/ Instansi Tanda Tangan
| 1 2 "3 '
‘ 1. | UMAR SETYOKUSUMO, BSc. Kepala Kantor Pertanahan

' ' Kab. Tuban

| 2. | Drs. MOEDIIONO Asmten I Tata Praja Setwilda
Lk “Tk. I Tuban
¢ l
"3, | Drs. KASMIDJAN Bappeda Tk. II Tuban ( '
4. !DJASMIN = Dinas PU Cipta Karya Tk.II
Tuban
-5 |SOEWITO Dinas Pertanian Tanaman
: Pangan Dati I Tuban

-6. | Drs. BAMBANG SOEMANTRI Kabag. lingkungan Hiuup

Setwilda Tk II Tuban
_ . i
2 | DIASWADI HADIPOERNOMO,SH | Kabag. Hukum  Setwilda
' 7 | TRII Tuban
8. | Drs BAMBANG MR Kabag Ketertiban Umum

1" Setwilda Tk Tuban —

9. | Drs. SOEWARDI Pombantu Bupati Tuban
¢i Tubean"
10. [MUNAWAR Dinas PU Pengairen Dati I |
Tuban
1. IMOELYADLSH Camat Tuban |
12. | ABDURRAHMAN Pitt. Lursh Perbon < _ : |
' Kec. Tuban Kab. Tubsn MQA all,
13. | M. SAIFUL HADI Pemilik Tanah Kel, Perbon
e QKRIPSI ::_'_“ L U
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14.

15.

16.

17.

18.

#

i 'rbDo SIAHAAN

i
|
'
il
L
'.‘

Drs. SUHARTO

RUSTAMADIL B.Sc.

'SUHARDIIONO, S'H

I
.

SUGENG ANTO, SH

Kasi Penatagunasn Tanah
Kantor Pertanahan Kab. Tuban

| Kasi Hak Hak Atas Tanah

Kantor Pertanahan Kab. Tuban

=t

Kasubsi Pendaftaran dan
Pengukuran Tanah Kantor
Pertunahan Kab. Tuban

Kasi PZT Kantor Pertanahan

Kab. Tuban

Kasbag Tata Usaha Kantor
Pertanahan KabTuban
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KEPALA KANTOR PERTANAHAN

i3 April 2000

Finy
KUSUMO, B.Sc
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BUPATI TUBAN

KEPUTUSAN BUPATI TUBAN
NOMOR : 182.45/  /TLK/411.01472000 .
TENTANG

.'\ BERIAN LITN LOKASI UNTUK KEPERLUAN
EMDANGUNAN PERUNMAHAN TUBAN AKBAR

DUPATI TUBAN

Surat permohionan tanggal )5 April 2000 nomor : 101/P. IL/SS/IV/ 2001
dari Saudars HALI HACAN bertindak untuk dan atas nwm
P SEMBILAN SEMBILAN TUBAN PEPDANA teralamat Jalan (1L
Agus Salim no. 14 A Tuban perihal permohonan Ijin Lokasi uniul:
Keperluan Pembangunan Perumahan Tuban Akbar.

i. bahwa pemchon telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip aar
Bupaii  Tubun  tanggal 7  Pebruari 2000  nomor
393/375/411.101/20¢0. '

2. bulws rencana pembangunan tersebut telah sesuai dengan Renca::
Umum Tata Ruoang.Kota Tuban ( Tahun Rencana 1997/19938 -
‘Uf)’i/"OJu j scbagaimuna tertuang dalam Perda Kabupaten Fuba:

Nomaor 13 Tahun 1998,

tahwan PT. SEMBILAN SEMBILAN TUBAN felah terdail.
chayiai anggota RED Tavwa Timur tanggal 7 April 2000 nomi
i ’Js f'n O6.731.

Lahwa aras dasor pemmbdxgan pada angka 1,2 dan 3 konsideri::
i, permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetap!is
datam Surat Keputusan Bupati.
I, Undang-undang nomor S Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agrarix:
Undang-undang nomor 24 Talum 1$)2 tentang Penataan Ruans;

)

led

Linglaungan Hidup;

4. Undsng-undang Nowmer 22 Tahun 1999 tentang Pomerintahen
Daerali;

4]

FPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Fegitan fustansi Vertikal di Daerah:

-~
Tulh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pendayagus:
dan Penertiban Tanah terlantar;

Eepulusan Presiden nomer 97  tahun 1993 sebagaimana (el
diubah. dengan Keputusan Presiden  Nomor !1S  Talan 198

tentang “Tata Cara Penanaman Modal;
SKRIPSI Wahyu Arsyantuti
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IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA .

Peraturan  Menteri Negara Agreria/Kepala Badan Perfan:

8.
Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemaufhntml T, i
Kosong nnfuk Tanaman Pangan. ’ |

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertaussiiy:

Nasional nomor 2 tahun 1993 sebagaimena telah diubah aenc:
Perahuran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertench -

"Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokas;

10. Peraturan  Menteri Negara .'graria/Kepala Badan Pertu .
Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Fewwr i
Penbarten dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Aas
Nugei.

Harita Acara hazil Rupat Koordinasi Ijin Lokasi tanggal 13 -pri!
romor @ 03/ akor/PGT/IV/2000.

"ME MUTUSKAN

Memberikan Ijin Lokasi kepada PT: SEMBILAN SEMBILAN TUI-
PERDANA beralamut di JI. KH. Agus Salim nomor 14 A Tuban . -
tanah seluas +\-'90.000 M2. terletak di Kelurahan Perbon Kecuw:
Tuban Kabupaten Tuban untuk pemban,gmm Perumahan Tub:n
sebagaimana _(ercantum daiam peta -lokasi tanah pac:: L
keputusan ini. '

Syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan olel pei:zvous
szhagai berikut :

1. Perolehan !dn ah scrta tanam tumbuh yang terdapat diatistyu
dilakukan secara Iangsung antara pihak - pthak yang beiiepr
dengan petaberian ganti kerugian - yang . bentuk dan bLe:
ditentukan secara musyawarah dan diloksanskan dihadapan p.

yang berwenang sesuai dengan perafuran pervndangan yang ber! -

. Perolehan tanah harus, diselesaikan dalam jangka walt 12
belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh pemegrin:
kepada Bupati Tuban dengan temnbusan Kepala Kantor Perta:...
Kabupaten Tuban dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertu::
Nasional Propinsi Jawa Timur ;

3%

3. Setelah . dilaksanakan perolekan tanah, pemegang ijin -
mengajulian permohonan hak atas tanshnya kepada Kepala :
Pertanshan Kabupaien Tuban sesuai dengan peraturan ponir:,
yang berlalm ; '

4. Sebelun melaksanakan pembangunan diatag tanah tersebui,
menyelesaikan terlebib dahuln i 1_|m - ijin lain yang diperfukas ;
Instansi yang berwenung sesuai dengan kefemtuan dan peri
perundangan yang berlaku ;

Wahyu Arsyantuti

Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")
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Densh rencana penggunaan tanah (.Lay Out ). harus mendapat
persetujuan Dinas/Instansi-teknis dan disyahkan oleh Bupati Tubau,
sebelum  mendapat  persefujuan  dilarang melaksmmkml
pembangunan diatas tanah tersebut; :

ta
B

6. Dalam pembuatan Lay Out tersebut luas bagian tanah unfuk kavling
rumah dan luas bagian untuk kepentingan umum ( fesilites sosiai dan
fasilitas umum ) harus berbanding 60 : 40 ;

Bagian-bagian tanah untuk kepenhn,gan umum harus dilepaskan
kepada negora dun diserahkan kepada Pemerintah Daerah tanp-
ganti rugi  serfa dilarang menjual kapling tanah tanpa bangunan
rumali diatasnya;

=~

e s

Menvedinken lohan wotek  keperluan  makam/kuburan  vang
diper gunamn unfuk penghuni _perumzhan dan  memberika
konpensasi alas produkst perhman vang hilang akibat pembangunan.
perumahan pada lakan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten
Tuban;

'9.  Meningkatkan jalan desa disebelah barat Poliklinik St Elizabeth ke
arah selatan;

10. Diwajibkan memelihara kelestarian  lingkungas hidup sesui
dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, wajib
membuat drainase dan saniiasi serta taman / rueng terbuka hijau
dilokasi perumahan tersebut;

11 Pembanmman pada loka:i tersebut agar diselesaikan dalam j‘.:'v sl
waktu {(dua belas) bulan sesvai dengan Jampiran ba:!
nnrumhmm.\ yiang diajnken ;

—
[

. Wajih mengikuti program ASTEK dan memperioritaskan tenaga
kerje. dari masyarakat setempat dan atan bekas pemilik/pengenrap .
tanah sesuni dengan ketrampilan yang dimiliki;

[
Lo

3. Surat ijin ini tidak dopaf dipindah tangankan pada pihak ! lain
kecuali atas persetujuan Bupati Tuben ;

14. Penyimpangan -dan pelml,ggaran terhadap syaraf- syarst dan
ketentuan - ketenfuan dalam keputusan ini dapat mengziibatkan
dibatalkannya ijin ini.

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketenfuan delam keputusan ini
dilaksanakan oleh Kepala Xantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiona!
Propinsi Jawa Timur dan hasilaya dilaporken kepada Gubernur Jevis—
Timur dan Kepala Bedan Pertennhan Nasional.

Wahyu Arsyantuti

Perolehan Tanah Oleh PT.-Sembilan Sembilan Tuban Perdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")
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Keputusan ini berlaku selam: 12 (dua belas) bulan terhitung sejak

heamnpal :
tanggal ditetapkan, dan atas p~rmohonan yang bersangiaan dapat
diperpanjang satu kali. '
Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 25 APR 2000
BUPATI TUBAX
: X,
HHINDARTO _
FE I IR T 111 1: TSP RO R 1 L ue i e 5 T g vy o B8

Eofni . iberaar Jowe Timar
N i Survdn

focen Kepala Mamor  Wilayah
badan Pertanahan Nasional
Propinsi ‘1 awa  Timur
di Surabaya;

3. S Kepala Kantor Pertanahan
Kabupé@ten Tuban di Tuban;

4. Sdr. Keta Beapneda Kabupaten
Tuban di Tuban.

SKRIPSI Wahyu Arsyantuti
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
R- PRI MY LAY RRSHAMELSS0PATEN TUBAN

A 8 ' . i : Telp. 21884 - Kod 4
;'_..\ Z Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 49 Tuban Telp ode Pos 6231
Bk A
.

SURAT PFRINTAY KERTA

Nomox :Spf’int/ JIV /19900

1. DIPERTATAHKAN KEPADA
i

1.STPARDI © uIP. 010 161 393

a. N a ma. :
: ‘ 2. dgustims Heru Bali Santoso  NIP. 010 182 531
be @l 8 n " s Staf Seksi Penatagunazn Tanah Kantor Pertanahan
' e Kabupaten - Tuban.
2 UNTUK MELAKS ANAK AN 5 8
& ;enisif Pekerjaan : Peninjauan lokasi pemohonan Tjin Lokasi PT SERILAN-
| SEMBILAN TUAAN PEEDANA di Kel Perbon Kec Tuban Kab Tuban
be Haktu : Tangzal "11 fpril 2000 8/4  selesai
c. Volu.me Fekerjaan _- H

- : tuah/ bidang, Hak }f.‘LlJ.k,’HGB/'HCRJ /rnomor 3
- uas 1 0000 MoAm,

- Iokasn. :  Kelurghan Perbon Kecaﬁatan Tuban Kabupaten Tuban

d. Letak Tarah ' ~ tResafKolarshan : Perbon
MK@? : Tudan '
Kabupaten : Tuban

e+ Nama Penohon/Alamat  : H. ALT HASAN
‘ J1ls Agus Salim No. 14.A Tuban
o KETENTUAN BIAYA : -

bt

ae Biaya yang digunakan sebesar Rp. =
- Dengan Perincian biaya : ‘ '

- be Pertanggungan jawab Keuangan : =

4. PETUNJUK *TEKNIS :

i-
i

199 2000

.l 5
Yang menerdima perintsh ;

.

_ NP,
Yo SUPARDI
NIp, 010161393

: “\U]\‘[AR/SEI'YOKUSLH-!O B.Sc,

NSl o1h 034 582.

Mengetahui

Kepala/Dab lxm.%b:m LEhaxhon
, Ke o n
SKRIPSI Wahyu Arsyantuti
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Jalan Dr

(DAN -PERTANAHAN NASIONAL
R PERRTAGN WRERHMANRNMNGGRBUPATEN TUBAN

Wahldm Sudurohusodo No. 49 Tuban Telp. 21884 - Kode- Pos 62314

. DIPERINTAEKAN KEPADA: °%\ :

a. Naméa

SURAT PERINTAH KERTA

Nomor- :Sprint/  /IV /15000

”--1.ﬁnrannx ' NIP. 010 163 293

agﬁﬁnﬁ! Hexu Bali Sawboso NIP. 010 182 5at

be J &b 'a.‘t a n" : t: Sta.f Selcsi Penatagunaan Tanah Kantor Parta.nahan _

2, UNTUK METAKSANAKAN -

. Jenis Pékarja'.an‘rl_:"i' !

be W a k% -1 : T3 Tzhgg i Apzﬁ. 8)00 8/d selesai
¢. Volume Pekerjaan. s -
- = 'bua.h/ bid.ang, Hak Mih.k/E(IB/'EGU/nomor :
- Inas s ‘ M2/88, x
- Iokssi : Y.‘eimhan Fexbon Eecanaben Tuban Ksbmaten Tuban
—d:Istak.;l‘anah : : Deaa/Kelurahan : Poearbon
,. | gosraion Ke0§ : Tuban
Kabupaten : Tudba n
¢. Nama Pemohon/Alamat : He ALL HASAN .
J1% Leus Salim Fos 14sA  Tuban
2, KETENTUAN BIAYA g:
éa 'Biaya yang digunakan sebesar  Rp. -
Dengan Perincian biaya 3 ‘
b. Pertanggungan jawab Keuangan * B
4. PETUNJUK ° TIXNIS :
199 2000

Yang menerima paﬁ.ﬁ_téh %

,. SUPARDI-
7. 010161393 |

SKRIPSI

I‘e.crd.ndm wmsi pormghoran Ijin Iokaai PT- Smm—
smmn.mm PREDANA di Kelrexﬁzonxacmbanm Tuban

PATEN TUBAN

Wahyu Arsyantuti

Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan Sembilan Tuban Perdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")
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REALESTAT |WDONESIA

. SURAT KEPUTUSAN

DFP PERSATUAN PERUSAHAAN REALESTAT INDONESIA (RET)
Nomor Ol)rch-R’l' 1/03/2000

TENTANG

PENGESAHAN KEANGGOTAAMN REI
PT. SEM3ILAN SEMBILAN TUBAN PERDANA
SEBAGAI ANGGOTA BIASA PERSATUAN PERUSAHAAN
REALESTAT INDONESIA (RE])
" PADA DPD REI JAWA TIMUR

MENIMBANG

MENGINGAT T

. Bahwa keanggotaan REI pada DP1) REI Jawa Timur

dianggap telah memenuhi persvaratan/kewajibanava
dan untuk itu telah ditctapkan melalui Surat
Persctujuan DPD RE! Jawa Timur Nomor
18G/A/PEM/03/1V/2000

Batiwa sctelah itu keanggotaan REIL aada DPD Lawa

Timur perlu disahkan olch DPP REl dan diberikan

Nomor 2okok Anggeta RET unwk menjadi Angeota
biasa pada DPD REI sesuai dengan daerah/dommisili
perusa‘aan terscbut.

Anggaran Dasar REI Bab 11 Pasal 3 tentang Asas dan
Tujuan.

Anggaran Dasar REI Bzb 11T Pasal 5 & 6 tentang
Fungsi & Tugas Pokok RFEI.

Anggaran - Rumah  Tangga REL Bab T tentang
Kcanggotaan.

Curat Keputusan DPP RET No. 2 001/Kep.U/DHPP- '

REI/2000 tentang pengaturan Keanggotaan dan luran
Angyota REI

Surat Keputusan DPP RED Mo, @ 017/Kep.U/DPP-
KRTi/1996 tentang operasi antar wilayah.

MEMPERHATIKAN Sural permohonan pengesahan Keanggotaan RET dari
DPD REI Jawa Timur.

. MENETAPK.' N

PERTAMA - Mengesahkan  Keanggotaan Persatuan  Perusahaan
- Realestat Indonesia (RET) atas nama : PT. SEMBILAN
SEMBILAN TUBAN PERDANA berkedudukan di
Jalan KH Agus Salim No. 14 A Tuban, scbagai anggola
~ biasa pada DPD RET Jawa Timur dengan Nomor Pokok
Anggota REI (NPAREI) : 03.00731

- .t Desain Jakarta (JOC) L. 5, JL Jend. Gatot Subrota 53, Slipi - Jakarta 10260 lndonesia

0. 82 - 21- 54955 0RMNfing) * For -62-2] - 5495185 Wahyu Arsyantut

s hﬁp,'!vgg,\.grr lndPana%cb?%fBT %@rﬁi’la#e%@ﬁ’?ﬁbgﬁﬁgdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")




*KOISAHAAN

S~ATUAN

()
4
KEDUA : Surat Keputusan ini hanya berlaku sebagai pengesahan
' keanggotaan REI dan tidak dapat dipergurakan untuk
memenuhi  kelentuan/persyaratan  perijinan vang
dipeclukan oleh instansi-instansi vang {erkait.

KETIGA: : Surat Keputusan ini  berlaku  sejak  tanggal
dikeluarkannya, dengan catatan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

- Dikeluarkan di JAKARTA
Pada tanggal 26 April 2000

1

@ﬁ; DPI' PERSATUAN PERUSAHUAAN REALESTAT INDONESIA (REI)

7 -.b-«*&:-‘(;,:g

£o? JLES

/ | (PR s b SR l
s - NG A

Syl

g ~ - el e N .
TAGUSMAN EFTENDI RIS R YAN MOGH
Ketua Umum Sckretaris Jenderal

. Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
DPD REI Jawa Timur

\I\' DPPRED No.: 019/ Kep-REL03/2000

2. 2uznt Desain Jokarta (JDC) Li. 5, Ji. Jend. Gatot Subroto 53, Slipi - Jakarta 10260 Indenesa

i+ 62 - 23- 549519C (Hunting) « Fax: €2 - 21 - 5495185

L rSpnge :ShKﬂﬁégTw.rezndones.o.com + e-mcil : dpprei@idoic.net.id Wahyu Arsyantuti

Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan-Sembilan Tuban Perdana (Studi Kasus : "Perumahan Tuban Akbar")
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